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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 116 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a.

bahwa sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya
sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad
Parikesit;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun
2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Rencana Strategis Rumah Sakit Umum
Daerah Aji Muhammad Parikesit yang akan
berdampak pada kualitas dan inovasi pelayanan
rumah sakit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad
Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021.

. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Republik Indonesia Nombr 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5676);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737), :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 17); N

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan
Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartancgara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD
PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2016 -2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Dacrah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pcmerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kecwenangan daerah otonom.

LI



10.

11.

12.

Kepala Daerah sclanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Kutai Kartanegara.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara,
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan
dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan
kemampuannya. '

Badan Layanan Umum Dacrah ya selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara, dalam hal ini yang dibentuk untuk
memberikan layanan kepada masyarakat berupa
penycdiaan barang/jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari  keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
cfisiensi dan produktivitas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pcmbangunan Tahunan Daerah sclanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RKPD adalah' Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Dacrah
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen
perencanaan SKPD untuk 1(satu) tahun.

Rencana Kerja selanjutnya disingkat R‘enja adalah
dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan
yag diperukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatlan yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan
pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang
diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, dalam
hal ini meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang,
Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi
Manajemen.



14.

15.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang
menunjuk pada tingkat kesempurnaarr pelayanan
kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan
kepuasan pada sctiap pasien sesuai dengan tingkat
kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode
ctik profesi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi . pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentinngan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
sccara priodik.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman
kebijakan pembangunan seclama 5 (lima) tahun dalam
kerangka pencapaian visi, misi dan program RSUD AM.
Parikesit.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a.

sebagai arah penetapan strategi dan kebijakan
pembangunan RSUD AM. Parikesit selama S (lima)
tahun kedepan;

sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja
tahunan/ rencana bisnis anggaran melalui program
dan kegiatan yang telah ditetapkan;

sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja RSUD AM.
Parikesit; dan ‘

sebagai pedoman bagi stakeholder dalam pembangunan
pelayanan kesehatan di RSUD AM. Parikesit.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB I1I )
KEDUDUKAN RENSTRA RSUD AM PARIKESIT

Pasal 5

Renstra RSUD AM. Parikesit merupakan penjabaran
dari RPJMD Tahun 2016-2021. A

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam peyusunan Renja RSUD AM. Parikesit.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 6

Renstra Rumah Sakit disusun dengan, sistematika
sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN RSUD AJl
MUHAMAD PARIKESIT

BAB 11 : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA RSUD AJl
MUHAMMAD  PARIKESIT MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016-2021

BAB VII : PENUTUP

Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 November 2016
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
RITA WIDYASARI
Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara




